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ABSTRAK 
 Andi Rahmiah Nanda (B111 13 518) Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus 
Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin). Dibawah bimbingan Bapak 
Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dan mengetahui 
pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin 
  
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pinrang dengan 
metode Penelitian yang digunakan penelitian pustaka (library research) dan 
penelitian lapangan (field  research)  Data  Primer diperoleh dari hasil 
wawancara Hakim, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan 
perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan 
pembahasan penulisan ini.  Penulis memperoleh data berupa Putusan No. 
05/Pid.B/2016//PN. Pin dan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 03 / 
PINRA / Epp.2 / 12 / 2015. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pidana materiil atas 
tindak pidana penggelapan mobil rental dalam putusan perkara No. 
05/Pid.B/2016//PN.Pin berdasarkan dengan fakta-fakta yang terbukti di 
persidangan, majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Jaksa penuntut umum yaitu Pasal 
372 KUHP, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan 
terdakwa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara No. 05/Pid.B/2016//PN.Pin  dengan 
berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta dipersidangan, alat bukti baik 
berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta 
diperkuat dengan keyakinan Hakim itu sendiri. Majelis Hakim menjatuhkan 
Pidana kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan 
masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Adapun penggelapan menurut 
P.A.F Lamintang yaitu : Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau 
penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut 
diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum.1 
Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II 
(Kejahatan) mengatur tentang ”Penggelapan atau Verduistering” rumusan 
pokoknya diatur pada Pasal 372 yaitu : “Barang siapa dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan 
karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 
Dari rumusan penggelapan tersebut, adapun unsur-unsur subyektif dan 
obyektifnya. Yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan 
Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : Unsur-unsur 
obyektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri atau zich toeecigenen; suatu 
benda atau eenig goed; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain atau dat geheel of ten deele aan een ander toebehort; yang ada 
                                                 
1P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir,Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak 
dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik,Bandung: Nuansa Aulia, 2010 hlm 109 
2 
didalam kekuasaanya tidak karena kejahatan atau dat hijanders dan 
door misrijf onder zich heeft dan; secara melawan hak atau wederrechtellijk; 
dan unsur subyektif meliputi dengan sengaja atau opzettelijk. 
Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang 
tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat 
erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-
hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang menimbulkan itikad baik 
buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.  
Perkembangan tindak krminal seiring dengan perkembangan zaman 
semakin marak terjadi. Hal tidak terlepas dari perkembangan zaman yang 
semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak 
kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran 
(modus) maupun dari segi teknologi. 
Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana 
kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan kendaraan bermotor 
(mobil). Masyarakat mengantisipasi kebutuhan kendaraan bermotor namun 
tidak mempunyai kendaraan bemotor sendiri, maka pengusaha jasa angkutan 
memberikan fasilitas penyewaan. 
Usaha penyewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan 
usaha penyewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil yang disewakan 
mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang 
disebabkan oleh perbuatan jahat konsumen atau penyewa mobil. 
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Kasus perkara No. 05/Pid.B/2016/PN.Pin terjadi pada pengusaha rental 
mobil, Terdakwa menyewa mobil milik korban lalu memindah tangankan 
kepada orang lain dengan menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan 
pemilik mobil. Terdakwa benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. 
Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara No. 
05/Pid.B/2016/PN.Pin antara lain memberikan pertimbangan yang 
memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan yaitu 
bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian 
dan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.Sementara itu 
pertimbangan yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa mengakui dan 
menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya lagi. Namun demikian terdakwa tetap dijatuhi pidana. 
Berdasarkan uraian singkat di atas maka penyusunan skripsi ini penulis 
memilih judul"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil 
Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin)" 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana meteriil terhadap kasus tindak 
pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin? 
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 
05/Pid.B/2016/PN.Pin? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan Skripsi ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap kasus 
tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 
05/Pid.B/2016/PN. 
2. Pin dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 
05/Pid.B/2016/PN.Pin. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yaitu : 
1. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan kepada mahasiswa 
lain mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana 
penggelapan mobil rental. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya 
yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut 
tentang masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana  
1. Pengertian Hukum Pidana  
Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan atau kriminalitas. 
Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang dengan 
berbagai macam jenis dan berbagai modus operandinya, serta selalu membawa 
kerugian bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 
suatu tindak kejahatan harus dihilangkan. Salah satu sarana untuk 
memberantas tindak kejahatan adalah dengan adanya hukum pidana. Secara 
bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
“strafrecht”. Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. 
Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata 
yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian, sehingga pengertian hukum 
pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.2 
Soesilo mengemukakan bahwa hukum pidana yaitu kumpulan-
kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan 
yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang, yang apabila dilakukan 
atau dialpakan maka orang yang melakukan atau mengalpakannya itu diancam 
                                                 
2P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti 
Bandung: 2011 hlm 2 
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dengan hukuman.3 
Menurut Moeljatno memberikan suatu pengertian bahwa hukum 
pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:4 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ; 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana telah diancamkan ; 
3)  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut. Menurut  
Simons hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti 
obyektif ( hukum positif / iuspoenale ) dan hukum pidana dalam arti 
subyektif ( iuspuniendi ). ”Hukum pidana dalam arti obyektif adalah 
keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas 
pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya 
telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa 
suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-
syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari 
peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan 
                                                 
3 R Soesilo, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Karya Cipta Indonesia. Jakarta:2008 hlm 1 
4Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rieneka Cipta, Jakarta:2008 hlm 
103 
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dari hukumannya itu sendiri sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif 
mempunyai dua arti yaitu :  
a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni 
hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah 
ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif ;  
b. Hak dari negara untuk mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan. 
Definisi lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai 
pidana. Kata “pidana” berarti “hal yang dapat dipidana”, yaitu oleh 
instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal 
yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari 
dilimpahkannya.5 
2. Sifat Hukum Pidana  
Ditinjau dari sifatnya Hukum Pidana merupakan Hukum Publik yaitu 
mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, 
yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Sifatnya sebagai hukum 
publik nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu: 
a. Sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu 
tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari korbannya,  
b. dan Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada 
keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang 
                                                 
5 Ibid.,hlm 103 
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telah dilakukan oleh orang lain.6 
Sifat Hukum Pidana sebagai Hukum Publik tidak serta merta melekat 
begitu saja. Dahulu, hukum pidana lebih bersifat privat (sipil) karena apabila 
seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga 
ataupun suku bangsa orang yang menjadi korban ini diperkenankan membalas 
dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang dipakai 
adalah “darah dibalas dengan darah”, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa 
pada saat itu banyak terjadi pembunuhan besar-besaran diantara suku bangsa 
yang satu dengan yang lain. Belum adanya organisasi kenegaraan seperti yang 
dikenal sekarang adalah penyebab hal-hal tersebut sering terjadi. Lambat laun 
oleh karena diketahui bahwa hal-hal tersebut sangat merugikan suku-suku 
bangsa itu sendiri, maka seiring dengan perkembangan terbentuknya 
organisasi mayarakat berupa negara, kepentingan-kepentingan yang dianggap 
sebagai kepentingan bersama harus pula diatur oleh negara. Sehingga apabila 
terjadi pelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan 
kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan 
pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negaralah 
yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada 
orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian maka 
hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi umum dan 
menjadi hukum publik.7 
                                                 
6 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti, 
Bandung:2011 hlm 15 
7 Ibid., hlm 17 
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3. Tujuan Hukum Pidana 
Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu 
keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang 
kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat 
keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. 
Adapun dengan hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari hukum 
pada umumnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah 
ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin 
agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar ditaati orang, 
akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukan adanya suatu 
perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa 
didalamnya orang-orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk 
memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondereleed atau suatu 
penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman pada mereka 
yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau 
larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.8 
 Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk 
hukuman itu sudah pasti ada di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum 
pada umumnya, yaitu agar norma-norma yang terdapat didalamnya benar-
benar ditaati. Namun, penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum pidana 
sifatnya sangat berbeda dengan hukum-hukum lain tersebut, karena didalam 
hukum pidana orang mengenal adanya perampasan kemerdekaan atau 
                                                 
8R Soesilo, Dasar-dasar Hukum Pidana, Karya Cipta Indonesia, Jakarta: 2008 hlm 10 
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pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-
orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam hukum 
pidana. Orang juga mengenal perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, 
yang secara nyata tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya. 
Penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-
hukuman seperti yang telah dikatakan diatas, telah menyebabkan hukum 
pidana mendapat suatu tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum yang 
lain. Menurut pendapat dari para ahli, hukum pidana itu hendaknya dipandang 
sebagai suatu ultimumremidium atau sebagai suatu upaya yang harus 
dipergunakan sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir 
untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang 
menghendaki agar hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai 
dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Lebih lanjut dikatakan 
bahwa pada umumnya didalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, 
sebagian ahli tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu 
sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau pidana. Menurut ahli-ahli 
filsafat dari Jerman pada akhir abad ke-18 bahwa tujuan dibentuknya 
hukuman adalah mutlak untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat 
seseorang. Orang yang jahat harus diberi hukuman dan hukuman yang adil 
adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian tujuan hukum 
pidana adalah pembalasan. Berbeda dengan apa yang dikemukan Franz von 
Lizt, van Hamel dan Simons yang mengatakan bahwa tujuan hukum pidana 
atau hukuman adalah bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada 
11 
tujuan hukuman, dimana : 
a. Menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat 
b. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan ditempat umum 
dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui proses penjatuhan 
hukuman terhadap suatu perbuatan jahat sehingga jika masyarakat 
mengetahui kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak 
akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi (menakut-nakuti 
serta memperbaiki).  
c. Membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan 
masyarakat; dan  
d. Mencapai ketertiban umum.9 
Kemudian, seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat timbul 
pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak 
memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila 
tujuan hukum itu hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan 
penjahat, juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. 
Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, yaitu : 
1. Mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui 
batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata 
tertib masyarakat; dan 
2. Mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas 
dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
                                                 
9 Franz Von Lizt, op.cit.  hlm 12 
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dilakukan terpidana 10 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda Yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KHUP), tetapi tidak 
ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. 
Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 
istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.11 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan-
undangan yang ada maupun dalam berbagi literatur hukum sebagai terjemahan 
dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut: 
a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa isitilah resmi dalam Perundangan-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundangan-undangan 
pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-undangan menggunakan 
istilah tindak pidana.  
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalanya. R. 
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. 
c. Delik, yang sebernanya berasal dari bahasa latin delicitum juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. 
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur. 
                                                 
10P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti, 
Bandung:2011 hlm 17 
11Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta:2014 hlm 67 
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Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf  
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan  baar diterjemahkan dengan 
dapat dan boleh. Sementara itu kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.12 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua 
sudut padang, yakni: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut 
pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli 
hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, Sudut 
pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan 
Perundang-undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi 
Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang 
disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun 
paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah 
melihat bagaimana bumi rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh, di 
ambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah dibicarakan di 
muka, yakni ; Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, Dschravendjk. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana: 
1) perbuatan; 
2) yang dilarang (oleh aturan hukum) 
                                                 
12 Ibid., hlm 18 
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3) ancaman pidana (oleh yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyaatannya benar-benar dipidana. Pengertian 
umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya 
pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang 
melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang 
lain dari pengertian perbuatan pidana.13 
Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-
unsur, yakni: 
1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3) diadakan tindak penghukuman. 14 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindak penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu 
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak 
selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.15 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun 
                                                 
13 Moeljatno, op.cit. hlm 79 
14 R Tresna, op.cit. hlm 79 
15Adami Chazawi, loc. cit.  
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dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) 
yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. 
Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
1) kelakuan manusia; 
2) diancam dengan pidana; 
3) dalam peraturan perundang-undangan.16 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak 
pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-
undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur 
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya.17 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil dua 
rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan 
Schravendijk. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) perbuatan (yang); 
                                                 
16 Voc, op.cit.hlm 80 
17Ibid. hlm 80 
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2) melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4) dipertanggungjawabkan.18 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
1) kelakuan (orang yang); 
2) bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) diancam dengan hukuman; 
4) dilakukan oleh orang (yang dapat); 
5) dipersalahkan/kesalahan19 
Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai 
diri orangnya. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak 
                                                 
18 Jonkers, op.cit. hlm 80 
19 Schravendijk, op.cit. hlm 80 
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dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan 
bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur 
lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tertentu.20 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat 
pencurian (Pasal 362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar 
persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 
                                                 
20Ibid., hlm 82 
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Pasal 251 pada kalimat "tanpa izin pemerintah", juga pada Pasal 253 pada 
kalimat "menggunakan cap asli secara melawan hukum" adalah berupa 
melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif 
misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, Pasal 378), 
pemerasan (alperesing, Pasal 386), pengancaman (afdreiging, Pasal 369) 
di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada 
perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, 
artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada 
dalam kekuasaanya itu merupakan celaan masyarakat. 21 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan 
hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 
melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, 
unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau 
melekat pada keadaan batin orangnya. 
a. Unsur Tingkah Laku 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, 
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah 
                                                 
21Ibid.,hlm 83 
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laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak 
pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 
(penganiayaan), cara perumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian 
belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak 
terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di 
dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan di sidang pengadilan 
untuk menetapkan telah terjadinya penganiayaan. 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif 
atau positif (bandelen), juga dapat disebut perbuatan materil (materieelfeit) 
dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 
mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau 
gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (Pasal 
362) atau memalsu dan membuat secara palsu (Pasal 268). Sebagian besar 
(hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan 
dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. 
Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan 
(nalaten), suatu bentuk tingkah laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk 
tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian 
tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu 
harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, 
seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. 
Contoh perbuatan: tidak memberikan pertolongan (Pasal 531), 
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membiarkan (Pasal 304), meninggalkan (Pasal 308), tidak segera 
memberitahukan (Pasal 164), tidak datang (Pasal 522).22 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari sudut perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat 
bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat 
bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber 
pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan 
asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali 
sifat tercela merugikan (orang lain).23 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran 
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, 
unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal 
ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan 
subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap 
rumusan tindak pidana tersebut. 
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur 
yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan 
hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan 
antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, 
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pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, 
terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana. 
Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak 
sama dengan pengertian harfiah : fout. Kesalahan dalam hukum pidana 
berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari 
kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa). 
Unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) dalam 
tindak pidana pelanggaran tidak pernah dicantumkan dalam rumusan. 
Apakah dengan demikian tidak berlaku asas geen straf zonder schuld pada 
pelanggaran. Sesuai dengan keteranagan dalam MvT Belanda yang 
menyatakan bahwa pada pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan 
pemeriksaan secra khusus tentang adanya kesengajaan atau kelalaian dan 
tidak diperlukan memberikan putusan tentang hal itu. Kesalahan dalam 
pelanggaran ini dalam kenyataannya tidak dibedakan antara bentuk 
kesengajaan dan bentuk kelalaian sebagaimana pada kejahatan. 
Demikian juga mengenai culpa ada dan terdapat di sebagian 
pelanggaran walaupun tidak secara tegas dirumuskan “karena salahnya” 
sepeti pada kejahatan, misalnya Pasal 515, Pasal 516, Pasal 523, Pasal 
531, dan Pasal 559.24 
1. Kesengajaan 
Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai 
kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada 
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sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang 
menyatakan ”Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada 
barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki 
(willens) dan diketahui (wetens)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa 
kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang 
mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni 
kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan 
(yang diketahui). 
2. Kelalaian (Culpa) 
Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja 
merupakan lawan dari kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dalam 
rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, yang dapat saja 
membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang 
terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri. 
Contohnya,  didalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 114, Pasal 
188, Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 409, yang mengandung unsur 
culpa tersebut, yang berbunyi ”Hij aan wiens schuld te wijten is” yang 
diterjemahkan dengan “Barangsiapa karena kesalahannya...”, yang arti 
salahnya atau kesalahannya tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf 
zonder schuld), yang perkataan schuld disitu mengandung pengertian 
opzettelijk dan culpa. Dalam doktrin perkataan schuld itu memang 
terdiri dari dolus dan culpa. Untuk mengurangi kebingungan itu, lebih 
baik menggunakan istilah schuld dalam arti luas yang terdiri dari dolus 
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dan culpa, sedangkan schuld dalam arti sempit hanyalah culpa saja. 
Dalam hal ini pembentuk Undang-undang menggunakan kata schuld 
dalam arti sempit. 
d. Unsur Akibat Konstitutif 
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana 
materiil (materieel delicten) atau tindak pidana di mana akibat menjadi 
syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur 
akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana 
akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. Berbeda dengan yang 
dimaksud kedua, dalam tindak pidana materiil (yang pertama), timbulnya 
akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, dalam 
arti berupa alasan pemberat pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak 
pidana. Perbedaan lain ialah unsur akibat konstitutif pada tindak pidana 
materiil adalah unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini timbul, 
tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. 
Sementara itu, unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana 
karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini 
tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinyatindak pidana 
selesai. Misalnya pada Pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak 
timbul, maka yang terjadi adalah kejahatan yang selesai, yakni bersetubuh 
dengan wanita yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka 
(bukan luka berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan wanita 
yang belum waktunya dikawini yang menimbulkan luka berat. 
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Persamaanya ialah bahwa dalam kedua unsur itu , akibat timbul setelah 
perbuatan dilakukan. 
Sementara itu, unsur akibat sebagai syarat dapat dipidananya 
pembuat ialah tanpa timbulnya akibat itu perbuatan yang dirumuskan 
dalam UU itu tidak dipidana. Baru dapat dipidana apabila akibat terlarang 
itu timbul. Contohnya Pasal 288, perbuatan persetubuhan dengan istrinya 
itu tidak dapat dipidana, dan baru dipidana jika dari persetubuhan itu 
mendatangkan akibat luka dan atau kematian istrinya yang belum 
waktunya dikawini ini telah timbul. Kembali pada tindak pidana materiil, 
yaitu tindak pidana yang berisi larangan menimbulkan akibat tertentu 
(akibat terlarang).  Dengan rumusan lain, tindak pidana materiil adalah 
suatu tindak pidana yang menurut bunyi redaksi rumusannya mengandung 
unsur akibat dari perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana. Unsur 
akibat ini disebut juga dengan akibat konstitutif (constitutief gevolg).25 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan yang 
dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan 
tindak pidana dapat berupa sebagai berikut. 
1. Unsur Keadaan Yang Menyertai Mengenai Cara Melakukan Perbuatan 
Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan 
perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan menjadi unsur 
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tindak pidana. Ada tindak pidana tertentu yang di samping penyebutan 
unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, juga menyebutkan 
caranya melakukan tingkah lakunya itu. Dengan disebutkan unsrur 
cara melakukan di samping penyebutan tingkah lakunya, dengan 
demikian menjadi terbatas sifat dan wujud tingkah laku itudalam 
pelaksanaanya. Dengan mencantumkan unsur cara melakukan 
perbuatan wujud tingkah laku itu menjadi terbatas. Cara berbuat dapat 
juga disebut sebagai wujud konkret dari tingkah laku. Penyebutan 
unsur cara dalam mewujudkan tingkah lakunya itu bersifat abstrak. 
Misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut Pasal 285, Pasal 
289, Pasal 368 merupakan wujud konkret dari perbuatan memaksa 
(dwingen), atau dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, 
menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu dapat disebut juga 
sebagai wujud dari perbuatan menggerakkan (bewegen) pada penipuan 
Pasal 378. 
2. Unsur Cara Untuk Dapat Dilakukannya Perbuatan 
Unsur ini agak berbeda dengan yang disebutkan yang pertama. 
Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan berupa cara 
berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi 
larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-
cara tertentu agar perbuatan menjadi larangan itu dapat diwujudkan. 
Jadi berupa syarat (in casu cara berbuat) untuk dapat dilakukannya 
perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan 
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perbuatan yang menjadi larangan. 
Agaknya dapat diperjelas dengan contoh pada Pasal 363 (1) 
sub 5, cara-cara   merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adalah cara-cara yang 
harus dilakukan sebelum seseorang itu dapat melakukan perbuatan 
mengambil (unsur tingkah laku pencurian) objek benda yang dicuri. 
Walaupun dalam rumusan tindak pidana cara-cara itu ditujukan untuk 
masuk ke tempat pencurian atau sampai pada objek benda yang di curi, 
namun dapat diartikan bahwa tanpa dengan cara-cara itu, orang tidak 
dapat sampai ke tempat pencurian sehingga tidaklah ada dan tidak 
dapat dilakukannya perbuatan mengambil benda itu. 
3. Unsur Kedaan Yang Menyertai Mengenai Objek Tindak Pidana 
Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana adalah 
semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana, 
misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang 
menjadi objek pencurian Pasal 362, penggelapan Pasal 372, perusakan 
Pasal 406, atau ternak Pasal 363 ayat 1 ke-1, belum waktunya dikawin 
Pasal 288, seorang yang belum dewasa yang baik tingkah lakunya 
Pasal 293. 
4. Unsur Keadaan Yang Menyertai Mengenai Subjek Tindak Pidana 
Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak 
pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Bersifat objektif 
adalah segala keadaan di luar keadaan batin pelakunya, misalnya 
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seorang ibu Pasal 342, seorang pejabat Pasal 414 dan Pasal 415, 
seorang nahkoda Pasal  449, seorang warga negara RI Pasal 451, dua 
atau lebih dengan bersekutu Pasal 363 ayat 1 ke-4. Sementara itu, 
bersifat subjektif adalalah keadaan mengenai batin subjek hukum, 
misalnya dengan rencana lebih dulu Pasal 340 dan Pasal 353. 
5. Keadaan Yang Menyertai Tempat Dilakukannya Tindak Pidana 
Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat 
dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau 
pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman Pasal 363 ayat 1 
ke-3, dimuka umum Pasal 160, Pasal 207, Pasal 532, berada di jalan 
umum Pasal 536 ayat 1, di tempat lalu lintas umum Pasal 533. 
6. Keadaan Yang Menyertai Mengenai Waktu Dilakukannya Tindak 
Pidana 
Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, 
yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi 
unsur pokok tindak pidana. Berupa syarat diperberatnya pidana, 
misalnya waktu malam Pasal 363 ayat 1 ke-3, kebakaran, letusan, 
banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam dan 
seterusnya. Pasal 363 ayat 1 ke-2. Sementara itu, waktu yang menjadi 
unsur pokok tindak pidana, misalnya dalam masa perang Pasal 124, 
Pasal 127, pejabat yang sedang (waktu) menjalankan tugasnya yang 
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sah Pasal 212 dan Pasal 217.26 
f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana 
Unsur ini hnya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana 
aduan adalah  tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada 
pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki subtansi yang 
sama dengan laporan, yaitu keterangan atau informasi mengenai telah 
terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau 
penyidik yakni kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor 
Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah 
pada pengaduan hanya : (1) dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu 
saja, yakni korban kejahatan, atau wakilnya yang sah Pasal 72 dan 2 
pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja. Pada 
laporan kedua, syarat itu tidak diperlukan. 
Untuk dapatnya dituntut pidana pada pada tindak pidana aduan, 
diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak tersebut. Syarat 
pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur 
syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Syarat ini ada yang disebutkan 
secara tegas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya 
pada perzinahan Pasal 284 ayat 2, pada penghinaan Pasal 310- Pasal 318 
jo Pasal 319, pada pencurian dalam kalangan keluarga Pasal 362-Pasal 365 
jo Pasal 367, tetapi ada yang sekedar menunjuk pada ketentuan syarat 
pengaduan pada Pasal yang lain,  misalnya penggelapan Pasal 376 
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menunjuk Pasal 367, atau pengancaman Pasal 370 menunjuk Pasal 367.27 
g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 
Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan 
unsur akibat konstitutif di muka. Unsur ini berupa alasan untuk 
diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat 
selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur 
syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur 
pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut 
dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat 
Pasal (354), kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1) walaupun akibat luka berat 
tidak terjadi (ayat 2). Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat 
diperberatnya pidana.28 
h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan yang dilakukan, 
yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah 
perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu 
tidak bersifat melawan hukum dan karena si pembuat tidak dapat dipidana. 
Sifat melawan hukum,nya dan patut dipidana perbuatan itu sepenuhnya 
digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan 
hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, 
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bukan semata-mata pada perbuatan. 
Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat konstitutif dalam hal 
timbulnya setelah dilakukan perbuatan, tetapi berbeda secara prinsip. 
Unsur akibat konstitutif  harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang 
menjadi larangan dengan akibatnya, seperti perbuatan memukul dengan 
kayu dengan akibat patah tangannya korban. Sementara itu pada unsur 
syarat tambahan untuk dapat dipidana tidak memerlukan hubungan kausal 
yang demikian. Misalnya unsur “pecah perang” tiadak ada hubungan 
kausal atau bukan berupa akibat dari masuknya seseorang warga negara RI 
menjadi anggota tentara asing dari Pasal 123. 
Perbedaan yang lain ialah apabila akibat konstitutif tidak timbul 
setelah dilakukannya perbuatan, tindak pidananya tidak terjadi , yang 
terjadi hanyalah percobaannya. Misalnya niat membunuh dengan telah 
melakukan perbuatan membacok batang leher korban, tetapi tidak 
menimbulkan akibat kematian, maka pembunuhan tidak terjadi, yang 
terjadi adalah percobaan pembunuhan  Pasal 338 jo Pasal 53. Akan tetapi, 
jika unsur syarat tambahan tidak timbul setelah dilakukan perbuatan (aktif 
maupun pasif), maka tindak pidana itu tidak terjadi, demikian juga 
percobaannya tidak terjadi. Misalnya bila tidak terjadi ”kejahatan yang 
direncanakan”, tindak pidana tidak melapor sebagaimana  dirumuskan 
pada Pasal 164 tidak terjadi,  demikian juga tidak terjadi percobaannya. 
Contoh lain unsur ini dalam rumusan tindak pidana, ialah bila orang yang 
tidak ditolong itu meninggal Pasal 531 jika orang itu jadi dibunuh diri 
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Pasal 344.29 
i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana 
Sebagianmana di bagian muka telah diterangkan bahwa di dalam 
rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau 
perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. 
Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan 
menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku 
selalu diarahkan pada objek tindak pidana. 
Unsur objek hukum seringkali diletakkan di belakang/sesudah 
unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada 
pembunuhan Pasal 338. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah 
unsur kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan 
dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak 
pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari 
rumusan tindak pidana. Memang di dalam rumusan tindak pidana 
terkandung dua hal saling bertolak belakang, seperti pedang bermata dua. 
Mata pedang yang satu melindungi kepentingan hukum orang yakni 
korban, dan mata pedang yang satu menyerang kepentingan  hukum orang 
yakni si pembuat tindak pidana dengan pidana. Contohnya, pada kejahatan 
terhadap harta benda, misalnya pencurian Pasal 362 atau kejahatan 
terhadap nyawa orang misalnya pembunuhan Pasal 338. Unsur objek pada 
pencurian adalah benda milik orang lain, pada pembunuhan adalah nyawa 
                                                 
29Ibid., hlm 111 
32 
orang lain.30 
j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana  
Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan 
pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. 
Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa” (hij 
die), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan “setiap 
orang”. Tetapi ada beberapa tindak pidana  dirumuskan dengan tujuan 
hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang 
dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa  
norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu 
itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas 
subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak 
pidana itu ditujukan tersebut. 
Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan 
unsur tindak pidana yang bersifat objektif. Misalnya, kualitas pegawai 
negeri pada semua kejahatan jabatan (Bab XXVIII); orang yang karena 
terpaksa diberi barang untuk disimpan, wali, pengampu, wasi, pengurus 
yayasan Pasal 375, pemegang konosemen Pasal (383 bis), orang dewasa 
Pasal 292, seorang dokter Pasal 267, seorang ibu Pasal 308, Pasal 341, 
Pasal 342, dan masih banyak lagi.31 
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k. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperingan Pidana  
Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak 
pidana, sama dengan unsur syarat tammbahan lainnya, seperti unsur syarat 
tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan 
suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua 
macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur 
syarat tambahan yang bersifat objektif dari unsur syarat tambahan yang 
bersifat subjektif. 
Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek 
kejahatan secara ekonomis pada pencurian ringan Pasal 364 , penggelapan 
ringan Pasal 373, penipuan ringan Pasal 379 atau perusakan benda ringan 
Pasal 407, apabila nilai ekonomis objek kejahatan adalah kurang dari Rp 
250; dan objek tersebut bukan berupa ternak. Sifat ringannya tindak pidana 
dapat pula terletak pada akibat tindak pidana, seperti pada akibat tidak 
menimbukan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 
atau pencaharian tertentu pada penganiayaan ringan Pasal 352. 
Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak 
pada sikap batin si pembuatannya, ialah apabila tindak pidana dilakukan 
karena kesengengajaan atau culpa, misalnya “karena kealpaanya” yang 
terdapat pada rumusan Pasal (409) sebagai unsur yang meringankan dari 
kejahatan Pasal (408).32 
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C. Tinjauan Umum Terhadap Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” para ahli hukum 
memberikan banyak rumusan pidana antara lain menurut:33 
Adami Chazawi mengartikan bahwa pidana lebih tepat didefinisikan 
sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada 
seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.34 
Hal ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan Roeslan 
Saleh, Bambang Waluyo Bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada 
pembuat delik.35 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum tersebut dengan 
teori hukum pidana/stafrecht-theorian berhubungan langsung dengan 
pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan 
tentang dasar hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 
tersebut.36 
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Dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas : 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Pidana kurungan 
4) Pidana denda 
5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946) 
b. Pidana tambahan 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu 
3) Pidana pengumuman keputusan hakim 
c. Teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu: 
1) Teori absolute atau teori pembalasan 
2) Teori relative atau teori tujuan 
3) Teori gabungan.37 
1. Teori absolute 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
Pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, 
penjatuhan pidana yang ada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan terhadap orang 
lain.38 
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Akan tetapi, ternyata kata “vergelding” atau “pembalasan” ini 
biasanya dipergunakan sebagai tindak pembalasan didalam penjatuhan 
pidana mempunyai dua arah yaitu : 
a. Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan 
masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan) 
2. Teori relative atau teori tujuan 
Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti 
dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, 
tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi 
masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada 
masa lampau tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, teori-teori 
ini juga dinamakan teori-teori “tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus 
diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah 
dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). 
Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam “memperbaiki si 
penjahat” ini, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan 
moral. 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam 
yaitu : 
a. Pencegahan umum 
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b. Pencegahan khusus39 
3. Teori Gabungan dan Campuran 
Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas Pembalasan dan 
asas Pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungannya dapat dibedakan 
yaitu sebagai berikut : 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 
itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.40 
Menurut Simons Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, 
dasar sekundernya adalah pencegahan khusus, pidana terutama ditujukan 
pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam 
Undang-undang.41 
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 
Istilah."penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang 
untuk menyebut jenis kejahatan yang di atur di dalam Buku ke II Bab ke 
XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari 
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perkataan 'Verduistering' dalam bahasa Belanda.42 
Rasanya memang janggal untuk memakai istilah tersebut, sebab jika di 
pelajari isi dari Pasal-pasal yang terdapat di dalam Buku ke II Bab ke XXIV. 
Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang digelapkan atau "verduisterd' dalam arti 
kata yang sesungguhnya, menurut kata sehari-hari. 
Menurut C.B. van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijk 
universiteit di Utreecht misalnya, memberikan arti kepada istilah 
"verduistering" atau "penggelapan" itu sebagai "geheel donker maken" 
ataupun sebagai "uitstraling van lichtbeletten" yang artinya "membuat 
segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar".43 
Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas , agaknya istilah 
"penggelapan" yang dipakai didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
kita itu adalah sesuatu terjemahan secara harfiah dari istilah "verduistering" 
yang sesungguhnya di dalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti 
secara kias atau figuurlijk. 
Menurut Lamintang dan Djisman Samosir adalah lebih tepat kiranya 
apabila orang memakai perkataan  "penyalagunaan hak" atau "penyalahgunaan 
kepercayaan" untuk memberikan nama kepada jenis-jenis kejahatan seperti 
yang diatur di dalam Buku ke II Bab Ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana tersebut, dengan alasan bahwa setiap orang akan segera dapat 
mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan 
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hukuman menurut Pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab ke XXIV itu, tanpa 
harus menafsirkannya terlebih dahulu. 44 
Kenyataan menunjukkan bahwa dengan dipergunakannya istilah 
penggelapan, orang terpaksa, menafsir-nafsirkan apa arti yang sebenarnya, 
sehingga kadang-kadang bahkan menjurus kepada pemberian arti yang 
demikian jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Sudah barang tentu 
kenyataan seperti itu memberi peluang, baik para penegak hukum sendiri 
maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan untuk 
menafsirkannya sesuai dengan apa yang di anggap menutungkan mereka pada 
suatu ketika. Keadaan seperti ini pastilah tidak menguntungkan bagi usaha-
usaha untuk memperoleh kepastian hukum di Negara ini.45 
Kejahatan "penggelapan" itu sendiri, seperti yang di kenal didalam 
Wetboek van Strafrecht Belanda dewasa ini dan kemudian di terjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "penggelapan" didalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan BAB XXIV Pasal 372 
sampai dengan Pasal 377 KUHP. 
a. Penggelapan Biasa 
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang 
diatur dalam Pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja melawan 
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hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeegenen) barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagiaan adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena 
penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
b. Penggelapan Ringan 
Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang 
digelapakan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari duapuluh lima 
rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling 
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh 
rupiah. Diatur dalam Pasal 373 KUHP. 
c. Penggelapan dengan Pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang 
dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan 
pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun. Diatur dalam Pasal 374 KUHP. 
d. Penggelapan Dengan Lingkungan Keluarga 
Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang 
dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau 
yang dilakukan oleh walipengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, 
pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang 
dikuasainya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
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Diatur dalam Pasal 375 KUHP.46 
Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di 
bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai 
benda tersebut secara langsung dan nyata. 
Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda 
tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga 
untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan 
sesuatu tindakan yang lain.  
Delik penggelapan diatur di dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, 
dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku 
sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai 
pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak 
dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 372, dan Pasal 375 KUHP. 
Menurut Cleiren, inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan 
kepercayaan. Selalu menyangkutkan secara melawan hukum memiliki suatu 
barang yang di percayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik 
antara pencurian "mengambil" barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. 
Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan 
tempat terjadinya penggelapan adalah waktu dan tempat dilaksanakannya 
kehendak yang sudah nyata.47 
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Pasal 372 KUHP Delik yang tercantum didalam Pasal 372 KUHP 
adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian 
inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada 
delikk berkualifikasi jika dilakuakan sebagai beroep (profesi). 
Pasal 372 KHUP ada pidanannya di dalam KHUP (Ned.W.v.S) , yaitu 
Artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana penjara lebih 
ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan KUHP Indonesia maksimum 
empat tahun penjara. Yang agak aneh tetapi dapat di mengerti, ialah ancaman 
pidana denda di Belanda adalah kategori V (seratus ribu gulden) bagi 
penggelapan.48 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan penggelapan menurut 
rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: 
a. Unsur-unsur obyektif; 
1) menguasai untuk dirinya sendiri atau zichtoeecigenen 
2) suatu benda atau eeniggoed 
3) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dat 
geheel of ten deele aan een ander toebehort  
4) yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau 
dathijanders dan door misrijfonderzichheeft  
b. Unsur subyektif; dengan sengaja atau opzettelijk.dan melawan hukum. 
Dari rumusan kejahatan penggelapan di atas, nampaklah bahwa yang 
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dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan "het 
zichtoeeigenen" atau "menguasai bagi dirinya sendiri".49 
4. Penggelapan Di Dalam Bentuk Pokok 
Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di 
dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi 
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena 
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.50 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Tinjauan Umum Terhadap Hakim Dan Kekuasaan Hakim 
a. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka 
Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan 
Universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Pada Pasal 10 
mengatakan sebagai berikut (Setiap orang berhak dalam persamaan 
sepenuhnya didengarkan suranya di muka umum dan secara adil oleh 
pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-
hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang 
ditujukan kepadanya). 
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Sehubungan dengan itu. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut. (Setiap 
orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang 
kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan 
kepadanya oleh Undang-undang dasar negara atau Undang-undang).51 
UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang 
bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan 
Pasal 24 dan 25. Pasal 24 berbunyi sebagai berikut. “kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman 
menurut Undang-undang.” (ayat 1) “susunan dan kekuasaan badan-badan 
kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.” (ayat 2) 
Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 mengatakan sebagai berikut. 
“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus 
diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.” 
Walaupun hakim itu diaangkat dan digaji oleh pemerintah,namun 
ia tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak dipengaruhi oleh 
pemerintah. Berhubungan dengan kedudukannya yang istimewa itu ia 
perlu mendapat jaminan yang cukup. Berbeda dengan pejabat-pejabat yang 
lain, hakim mendapat tunjangan jabatan yang relatif lebih dari pejabat-
pejabat yang lain. Syarat-syarat pengangkatan, kedudukan serta 
pemberhentian pejabat-pejabat pengadilan harus menjadi landasan pokok 
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bagi hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum 
dan keadilan dalam masyarakat dan tidak terpengaruh oleh aliran politik, 
kepentingan ekonomi, dan kepentingan-kepentingan yang lain dalam 
masyarakat. 
Hakim yang tidak memihak merupakan fundamen dari suatu 
negara hukum. Untuk menjamin agar hakim itu tidak memihak maka 
dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 
1985) pada Pasal 10 dikatakan, bahwa Hakim Agung tidak boleh 
merangkap menjadi : 
a. Pelaksana putusan Mahkamah Agung; 
b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 
akan atau sedang diperiksa olehnya; 
c. Penasihat hukum.52 
b. Kekuasaan Mengadili 
Yang akan diuraikan disini ialah kekuasaan mengadili pada 
peradilan umum. Di samping peradilan umum, dikenal pula peradilan lain 
seperti peradilan tentara, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. 
Tujuan pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua 
delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana indonesia yang 
ditujukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan 
mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu 
sebagai berikut. 
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1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian 
kekuasaan mengadili kepada suatu macam Pengadilan (Pengadilan 
Negeri) bukan pada Pengadilan lain 
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian 
kekuasaan mengadili di antara suatu macam (Pengadilan-pengadilan 
Negeri)53 
2. Pertimbangan Hukum Atau Yuridis dalam Menjatuhkan Putusan 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, 
norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan 
yuridis inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa dipersidangan.Peringanan dan pemberatan pidana 
sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar 
pengurangan pidana diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP.54 
1. Karena usia belum dewasa 
Tentang hal-hal yang meringankan pidana karena usia belum 
dewasa diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Akan tetapi 
sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi. Menurut 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dasar 
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peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak 
nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 
8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke 
pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan.  
2. Percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan  
Unsur meringankan pada percobaan melakukan kejahatan diatur 
dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimun pidana 
pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. 
Sedangkan perihal pembantuan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP, 
yang menyatakan bahwa dalam hal pembantuan, maksimun pidana pokok 
terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Percobaan dan pembantuan adalah 
suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk Undang-
undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan 
orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang 
yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak 
mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian 
syarat suatu tindak pidana tertentu. Sedangkan pemberatan pidana dapat 
dilakukan karena beberapa hal yang juga termaksud dalam KUHP, yaitu 
sebagai berikut:  
a.  Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut:  
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1. Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana  suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.  
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan 55 
Pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan 
ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:  
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.  
b. Pengulangan tindak pidana  
Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: 
Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang 
disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Kedua, 
di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat 
(2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP.56 
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c. Karena perbarengan (concursus)  
Ada 3 (tiga) bentuk perbarengan yang dikenal dalam hukum 
pidana, yaitu concursus idealis, concursus realis, dan Delictum 
Continuatum/ Voortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu 
adalah sebagai berikut:  
 Concursus idealis (perbarengan peraturan)  
Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih 
dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu 
perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan:  
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka 
yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika 
berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok 
yang paling berat.   
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 
khusus itulah yang dikenakan.  
 Concursus realis (perbarengan perbuatan)  
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan 
itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Concursus realis ini diatur 
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dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.   
 Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling(perbuatan berlanjut)  
Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan 
itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria 
“perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:  
(a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;  
(b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya; dan  
(c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.   
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. 57 
b. Pertimbangan Sosiologis  
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, hakim mempertimbangkan: 
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a. Kesalahan terdakwa; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin membuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau 
keluarga. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu 
pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang 
hakim.58 
3. Pertimbangan Fakta 
Apabila membaca putusan (terutama putusan pengadilan tingkat 
pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang 
sebagaian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak 
menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsur-
unsur Pasal dakwaan). Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil 
pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan 
membenarkan telah terjadinya peristiwa.59 
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Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, 
tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah 
disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat 
hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian 
dalam proses persidangan. 
Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian 
melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama 
antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah 
kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di 
persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak 
belakang.  
Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang 
diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Dalam 
proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam hal ini hakim) lah yang oleh 
undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai 
apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, 
memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya. Hasil 
penilaian hakim terhadap alat-alat bukti inilah, yang kemudian dijadikan dasar 
bagi hakim untuk ‘menetapkan’ suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, 
yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti 
yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi 
syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu 
peristiwa.  
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Oleh Undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk 
menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan 
dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan 
bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian 
yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang 
dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil.60 
Dalam menentukan apakah suatu alat bukti dalam persidangan tersebut 
dapat membuktikan dan membenarkan akan adanya suatu peristiwa, maka 
dalam teori banyak dikenal beberapa sistem pembuktian, diantaranya 
conviction-intime yaitu pembuktian yang didasarkan pada semata keyakinan 
hakim, conviction-raisonee, pembuktian dengan keyakinan yang didasarkan 
pada alasan yang rasional, Undang-undang secara positif, yaitu semata hanya 
berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan dan undang-undang secara 
negatit, yaitu dari minimal alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan 
hakim. Yang terakhirlah yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, 
biasa disebut sebagai ‘negatief wettelijk stelsel’ atau sistem pembuktian 
berdasarkan Undang-undang secara negatif. Singkatnya bahwa hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dengan dua alat bukti yang sah (sebagaimana telah disebutkan diatas), hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini jelas tersurat dalam bunyi 
Pasal 183 KUHAP ; 
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Kembali ke fakta hukum, dalam putusan pidana terutama pengadilan 
negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur 
Pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan “ 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan 
terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan 
yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”.  
Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat 
bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, 
fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari 
persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim 
menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari 
kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada 
satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi 
kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti. 
Dengan demikian, menurut penulis, fakta hukum dalam suatu putusan 
akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan 
putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka 
hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang 
diduga tindak pidana). 
 Selanjutnya secara singkat, hakim akan mengkualifisir, fakta hukum 
tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya 
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dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri 
dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta 
hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang 
didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada 
putusan bebas, lepas atau pemidanaan.61 
F. Alasan Pengecualian, Penambahan dan Pengurangan Pidana  
1. Dasar Peniadaan Pidana dalam Undang-undang yang  bersifat umum 
Dasar-dasar peniadaan pidana yang menyebabkan  tidak dipidananya 
pembuat yang bersifat umum dalam undang-undang (strafuislutings-gronden) 
harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntunya si 
pembuat (vervolgingsuitsluitingsgronden) walaupun bagi kedua-duanya sama, 
ialah si pembuat pada kenyataannnya tidak dipidana karena perbuatannya. 
Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang 
menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat ini, ialah: 
1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab sipembuat (ontoerekeni-
ngsvatbaaheid, Pasal 44 ayat 1); 
2. Adanya daya paksa (overmach, Pasal 48); 
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat 1); 
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexes, Pasal 
49 ayat 2); 
5. Karena  sebab menjalankan perintah UU ( Pasal 50 ); 
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6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1); dan 
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik 
(Pasal 51 ayat 2).62 
Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya 
si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni 
(1) atas dasar pemaaf (schulduitsluitingsgronden), yang bersifat subjektif dan 
melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau 
pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembenar (rechtsvaardi-
ngingsgronden), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau 
hal-hal lain diluar batin si pembuat. 
Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu : 
1. Ketidakmampuan bertanggung jawab; 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan 
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. 
Sementara itu, yang selebihnya, masuk ke dalam dasar pembenar, 
yaitu: 
1. Adanya daya paksa; 
2.  Adanya pembelaan terpaksa; 
3. Sebab menjalankan perintah UU; 
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah;63 
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Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (fait d’excuse) 
walaupun perbuatannya terbukti melanggar UU, yang artinya perbuatannya itu 
tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan 
pada diri si pembuat, perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
(ontoerekeningsvatbaarheid) kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya itu. 
Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. 
Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat, 
karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. 
Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur 
tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan 
itu, si pembuatannya tidak dapat dipidana. Contohnya, petinju yang bertanding 
di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan hingga mati. 
Walaupun Memorie van toelichting (MvT) tidak secara tegas 
membedakan anatara dasar pemaaf dengan dasar pembenar seperti di atas, tapi 
pada dasarnya juga membagi antara : (1) dasar peniadaan pidana yang berasal 
dari dalam batin si pembuat, yakni Pasal 44 ayat ke-1; dan (2) dasar peniadaan 
pidana yang berasal dari luar batin si pembuat, yakni Pasal 48, Pasal 49, Pasal 
50 dan Pasal 51. 
a. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwa Cacat Dalam 
Pertumbuhannya, Dan Jiwa Terganggu Karena Penyakit 
Pasal 44 KUHP merumuskan : 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
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pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 
pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 
dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai 
waktu percobaan. 
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 
Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1), jelas adanya dua penyebab 
tidak dipidananya karena tidak mampu bertanggungjawabnya si pembuat yang 
terbukti melakukan tindak pidana, yaitu: 
1) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan 
2) Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.64 
Apakah yang dimkasud dengan tidak mampu bertanggung jawab? 
Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang lebih jelas tentang 
tidak mampu bertanggung jawab. Di dalam MvT, ada keterangan mengenai 
ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu:  
1) Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara 
berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan 
oleh Undang-undang; dan 
2) Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan 
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dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.65 
b. Daya Paksa (overmacht) 
Dasar peniadaan pidana karena adanya daya paksa (overmacht) 
dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Nietstraafbaar is 
hij die eenfeitbegaatwaartoehij door overmacht is gedrongen”, yang 
artinya barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya 
paksa tidak dipidana. Ada juga pakar hukum yang menggunakan istilah 
lain seperti menurut Roeslan Saleh “ hal memaksa”.66 
1. Pengertian Daya Paksa 
Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh 
tentang daya paksa. Dalam Memorie van Toeliching (MvT), ada sedikit 
keterangan mengenai daya paksa menurut Jonkers yang mengatakan 
sebagai “setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak 
dapat dilawan”. 
2. Macam Daya Paksa 
Dalam doktrin hukum dapat dibedakan antara dua macam daya 
paksa, ialah:  
1. Daya paksa absolut (visobsoluta), dan 
2. Daya paksa relatif (viscompulsiva). 
Apabila  dilihat dari segi dari mana asalnya tekanan dan paksaan 
itu, maka masing-masing bentuk daya paksa tersebut di atas 
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(visabsolutadan viscompulsiva) dapat dibedakan lagi antara: 
1. Daya paksa dari sebab perbuatan manusia, dan  
2. Daya paksa dari sebab diluar perbuatan manusia, ialah sebab alam atau 
binatang 
Apabila dilihat dari sifatnya tekanan dan paksaan, maka baik 
visobsulutamaupun viscompulsivadapat dibedakan antara: 
1. Daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat fisik, dan  
2. Daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat psychis.67 
3. Keadaan darurat (Noodtoestand) 
Noodtoestand atau keadaan darurat adalah suatu daya paksa relatif 
dari sebab diluar perbuatan manusia, jadi bagian dari daya paksa relatif. 
Namun menurut Jonkers keadaan darurat itu adalajbediri sendiri, dimana 
daya paksa menurut beliau adalah (1) daya paksa absolut,(2) daya paksa 
relatif, dan (3) Noodtoestand.68 
Noodtoestand atau keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana 
suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari 
ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya 
melanggar kepentingan hukum yang lain. 69 
c. Pembelaan terpaksa ( Noodweer)  
Perihal pembelaan terpaksa (Noodweer) dirumuskan dalam Pasal 
49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Tidak dipidanakan, barangsiapa 
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melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang 
lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau orang lain, 
karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum 
pada ketika itu juga.”  
Dari rumusan di atas lebih sempurna daripada rumusan tentang 
overmacht (Pasal 48) yang telah dibicarakan di muka. Dari dua hal, yaitu:  
1) Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, dan  
2) Unsur dalam hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa. 
Perbuatan orang yang memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) 
tersebut diatas pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana 
tertentu, bisa penganiayaan (Pasal 351) misalnya berwujud memukul 
seorang pria yang sedang berusaha memperkosa seorang perempuan.70 
d. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (NoodweerExces) 
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexces) 
dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2), yang rumusannya adalah : 
“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan 
itu, tidak dipidana”. 
Dari perkataan “pembelaan terpaksa” dalam kalimat “pembelaan 
yang melampaui batas” sudah dapat dimengerti bahwa pada pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas ini ada bagian yang sama dengan 
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pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1).71 
e. Menjalankan Perintah Undang-Undang (Wettelijk Voorschrift) 
Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah undang-
undang (wettwlijkvoorschrift) dirumuskan dalam Pasal 50 yang berbunyi: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 
undang-undang, tidak dipidana”.72 
f. Menjalankan Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) 
Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan 
(Ambtelijk Bevel) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” 
Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab 
menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah 
diterangkan diatas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana 
itu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.73 
g. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Dengan Iktikad Baik 
Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (eenonbevoeg-
dambtelijk bevel) dengan itikad baik sebagai dasar peniadaan pidana, 
dirumuskan pada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: 
“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali apabila yang menerima perintah, dengan iktikad baik mengira 
                                                 
71Ibid., hlm 51 
72Ibid., hlm 56 
73Ibid.,hlm 60 
63 
bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaanya termasuk 
dalam lingkungan pekerjaannya”. 
Tidak dipidananya si pembuat karena alasan noodweerexces 
terletak pada kegoncangan jiwa yang hebat, tetapi pada pelaksanaan 
perintah tanpa wewenang adalah pada “iktikad baik” dan “pelaksanaannya 
dari apa yang menjadi isi perintah itu adalah memang menjadi tugas 
pekerjaannya”.74 
2. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
Dasar-dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana 
yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam 
kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. 
Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang mengatur tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya 
pidana umum, ialah: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan; 
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan; 
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive).75 
a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan  
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah :  
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu 
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kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya pidananya dapat ditambah sepertiga”. 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada 
keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) 
mengenai empat hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan: 
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
2. Memakai kekuasan jabatannya; 
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.76 
b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera 
Kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, KUHP yang berbunyi: 
“ Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga.” 
Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-
undang Nomor 73 tahun 1958 ( Lembaran Negara No. 127 tahun 1958). 
Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera 
kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat 
menimbulkan kesan seolah-seolah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah 
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suatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar 
atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.77 
c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive) 
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masayarakat (sosial), 
dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, 
masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, 
menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada 
pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan 
dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini tidaklah 
cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan 
pada syarat-syarat tertentu yang di tetapkan Undang-undang.78 
3. Dasar-Dasar Diperingannya Pidana Bagi Pembuat 
1. Menurut UU No. 11 Tahun 2012: Anak yang Umurnya Telah Mencapai 
12 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun (di sebut anak yang berkonflik dengan 
hukum yang diduga melakukan tindak pidana)  
Setelah Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak berlaku lagi, 
kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum, digantikan 
oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi 
dengan UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. 
Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dasar peringanan pidana yang bergantung 
pada umur anak, ialah umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun 
                                                 
77Ibid., hlm 82 
78Ibid.,hlm 83 
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(Pasal 1 angka 2 jo 3). Sementara peringan pidana pembatasan kebebasan 
(misalnya penjara) bagi anak yang berkonflik dengan hukum paling lama ½  
(satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa (Pasal 79 ayat 2).   
Batasan anak yang dapat diperingan pidananya dalam hal melakukan 
tindak pidana menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang berlaku 
sekarang ialah  
1. Bila umurnya telah 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas 
tahun).  
2. Jenis pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan 
bersyarat (pembinaan diluar lembaga; pelayanan masyarakat; atau 
pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan pidana 
penjara.79 
 
  
                                                 
79 Ibid., hlm 102 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsiini, penelitian dilakukan dengan mengambil 
lokasi di Pinrang yaitu di Pengadilan Negeri Pinrang Alasan mengambil lokasi 
di Pengadilan Negeri Pinrang disebabkan hubungan judul skripsi yang 
dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui Pengadilan Negeri Pinrang 
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik 
bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektonik dan media 
massayang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research) Pengumpulan data pustaka diperoleh 
dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa 
buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Disamping itu juga datayang diambil penulis ada yang berasal 
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daridokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan ini ditempuh 
dengan cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan 
data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua 
dengan cara wawancara (interview) langsung kepada hakim Pengadilan 
Negeri Pinrang yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah 
dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. 
Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal secara 
deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan nyata dari objek yang 
akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep 
doktrinal hukum. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Penggelapan Mobil Rental Dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin 
Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang 
menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat. Indonesia merupakan 
Negara yang berkembang. Dalam Negara yang berkembang, kendaraan bermotor 
khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan 
semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, 
maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku 
kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai 
penyalahgunaan kendaraan mobil adalah Tindak Pidana Penggelapan Mobil 
Rental. Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental ini diakibatkan dengan 
mudahnya seseorang merentalkan mobilnya ke pihak lain dengan hanya 
bermodalkan kepercayaan saja kepada orang tersebut. 
1. Posisi Kasus 
MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN sebagai terdakwa, Pada 
bulan November 2014 Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti 
MUSTAMIN bersama dengan SAPRI Bin H. KAPING untuk menyewa mobil 
milik korban H. SIRAJUDDIN R. Bin H. RAUNA selama 1 (satu) bulan 
dengan harga sewa sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), adapun 
Identitas mobil milik korban yang disewa oleh Terdakwa yaitu nomor Polisi 
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DP 1241 DF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK148797, Nomor mesin : 
K3MB38032, Mobil AVANZA Warna Grey Metalic, atas nama pemilik di 
STNK : H. SIRAJUDDIN R.  Setelah sampai batas waktu selama 1 (satu) 
bulan atau tepatnya pada bulan Desember 2014, Terdakwa telah membayar 
sangkutannya kepada korban sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), 
namun saat itu mobil milik korban tidak diperlihatkan oleh terdakwa, dengan 
alasan bahwa sewa mobil akan dilanjutkan Terdakwa selama 1 (satu) bulan 
atau tepatnya sampai bulan Januari 2015, dengan nilai sewa yang sama 
sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu korban 
mempertanyakan kepada Terdakwa, “DIMANAKAH MOBIL MILIK 
SAYA?” dan dijawab oleh Terdakwa “BAHWA MOBIL TERSEBUT ADA 
SAMA SAYA, SAYA PAKAI TIAP HARI “, mendengar hal tersebut korban 
percaya kepada Terdakwa bahwa mobil ada pada Terdakwa. Selanjutnya 
sampai batas waktu sewa mobil yang kedua yaitu pada bulan Januari 2015, 
saat itu Terdakwa datang membayar sewa mobil tersebut kepada korban 
sebanyak Rp. 5. 000.000,- (Lima Juta Rupiah), namun saat itu mobil tidak 
dibawa lagi oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa mobil tersebut masih 
digunakan dan Terdakwa ingin melanjutkan lagi sewa mobil tersebut sampai 
bulan Februari 2015, lalu korban mempertanyakan kepada Terdakwa 
mengenai keberadaan mobil milik korban yang disewa dan saat itu Terdakwa 
menjawab bahwa mobil tersebut masih dia gunakan sehari-hari, sehingga saat 
itu korban percaya untuk melanjutkan sewa mobilnya kepada Terdakwa. 
Setelah sampai batas waktu sewa pada bulan Februari 2015, Terdakwa datang 
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membayar sewa mobil kepada korban, namun mengalami keterlambatan dan 
terdakwa tidak lagi membawa mobil korban tersebut, dengan alasan bahwa 
mobil tersebut masih dia gunakan dan terdakwa akan memperpanjang atau 
melanjutkan lagi sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sampai dengan 
bulan Maret 2015. Namun sampai batas waktu sewa mobil yaitu pada bulan 
Maret 2015, Terdakwa tidak pernah lagi datang membayar sewa mobil milik 
korban, dan juga tidak membawa atau mengembalikan mobil tersebut, 
sehingga korban terus mempertanyakan kepada terdakwa mengenai 
keberadaan mobil miliknya, baik melalui telepon maupun mendatangi lansung 
di rumahnya, namun Terdakwa hanya selalu menyampaikan kepada korban 
bahwa “SABAR, ADAJI MOBIL SAMA SAYA, TUNGGU SAJA AKAN 
SAYA BAYARKI” sehingga saat itu korban percaya lagi. Bahwa selama 
beberapa bulan korban selalu mendesak terdakwa untuk mengembalikan 
mobil korban, karena terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran, 
hingga akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa “MOBIL TERSEBUT ADA 
SAMA ORANG YANG BERNAMA PUANGNGE”, lalu korban bertanya 
“SIAPA ITU ORANG YANG BERNAMA PUANGNGE ?” lalu terdakwa 
menjawab “TUNGGUMI NANTI SAYA TEBUS”, sehingga saat itu korban 
bilang “KENAPA MOBIL SAYA DIGADAIKAN DAN SAYA SUDAH 
BILANG MOBIL TIDAK BISA DIPINDAH TANGANKAN ?” lalu korban 
juga bilang “BERAPA KALAU DITEBUS ITU MOBIL ?” lalu Terdakwa 
jawab “KALAU DITEBUS ITU MOBIL SEBANYAK Rp 30.000.000 (Tiga 
Puluh Juta Rupiah)” sehingga mendengar hal tersebut korban melaporkan 
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kepada pihak yang berwajib pada tanggal 21 Agustus 2015. Bahwa sejak 
Terdakwa meyewa mobil Korban dari Bulan November 2014 sampai dengan 
Bulan Februari 2015, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan mobil milik 
korban, karena mobil milik korban telah digadaikan oleh Terdakwa kepada 
SUARDI S. TANRIANGKA S.T. Bin SANUSI GUMANTI (PUANGNGE) 
sejak Bulan November 2014 seharga Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). 
Benar akibat kejadian tersebut, maka Korban H. SIRAJUDDIN R.Bin H. 
RAUNA mengalami kerugian senilai Rp. 30.000.000 ( Tiga Puluh Juta 
Rupiah), sesuai dengan harga mobil milik korban yang telah digadaikan oleh 
Terdakwa kepada SUARDI S. TANRIANGKA, S.T. Bin SANUSI 
GUMANTI (PUANGNGE). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
Bahwa Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN, Pada 
bulan November Tahun 2014 dan Tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam Tahun 2014 dan Tahun 2015, bertempat Rumah 
Koban, yang terletak di jalan Merpati, Kelurahan Jaya, Kecamatan Sawitto, 
Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengeadilan Negeri Pinrang dengan maksud 
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, 
baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu 
muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk,orang supaya 
memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapus 
piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
  Bahwa pada Bulan November 2014, Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA 
Binti MUSTAMIN sebagai terdakwa, Pada bulan November 2014 
Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN bersama dengan 
SAPRI Bin H. KAPING untuk menyewa mobil milik korban H. 
SIRAJUDDIN R. Bin H. RAUNA selama 1 (satu) bulan dengan harga 
sewa sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), adapun Identitas 
mobil milik korban yang disewa oleh Terdakwa yaitu nomor Polisi DP 
1241 DF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK148797, Nomor mesin : 
K3MB38032, Mobil AVANZA Warna Grey Metalic, atas nama pemilik di 
STNK : H. SIRAJUDDIN R, ketika sampai batas waktu 1 (satu) bulan 
atau tepatnya pada bulan Desember 2014, mobil milik korban tidak 
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dikembalikan oleh terdakwa, dengan alasan bahwa sewa mobil akan 
dilanjutkan terdakwa selama 1 (satu) bulan atau tepatnya sampai bulan 
Januari 2015, dengan nilai sewa yang sama sebanyak RP. 5.000.000 (Lima 
Juta Rupiah), saat itu Korban mempertanyakan kepada terdakwa, 
“DIMANAKAH MOBIL MILIK SAYA?” dan dijawab oleh terdakwa 
“BAHWA ADA SAMA SAYA, SAYA PAKAI TIAP HARI”, mendengar 
hal tersebut korbsn percaya kepada terdakwa bahwa mobil ada pada 
terdakwa, 
 Selanjutnya sampai batas waktu sewa mobil yang kedua yaitu pada bulan 
Januari 2015, saat itu terdakwa datang membayar sewa mobil tersebut 
kepada korban sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), namun saat 
itu mobil tidak dibawa lagi oleh terdakwa, dengan alasan bahwa mobil 
tersebut masih digunakan dan terdakwa ingin melanjutkan sewa lagi sewa 
mobil tersebut sampai dengan bulan Februari 2015, lalu korban 
mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil mlik 
korban yang disewa dan saat itu terdakwa menjawab mobil tersebut masih 
dia gunakan sehari-hari, sehingga saat itu korban percaya untuk 
melanjutkan mobilnya kepada terdakwa. 
 Setelah sampai batas waktu  sewa bulan Februari 2015, terdakwa datang 
membayar sewa mobil kepada korban, namun mengalami keterlambatan 
dan terdakwa tidak lagi membawa mobil korban tersebut, dengan alasan 
bahwa mobil tersebut masih dia gunakan dan terdakwa akan 
memperpanjang atau melanjutkan lagi sewa mobil tersebut 1 (satu) bulan 
sampai dengan bulan Maret 2015. 
 Namun sampai batas waktu sewa mobil yaitu pada bulan Maret 2015, 
terdakwa tidak pernah lagi datang membayar sewa mobil milik korban, 
dan tidak membawa atau mengembalikan mobil korban, sehingga korban 
terus mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil 
miliknya, baik melalui telfon atau mendatangi langsung di rumahnya, 
namun terdakwa hanya sealu menyampaikan kepada korban bahwa 
“SABAR ADAJI MOBIL SAMA SAYA, TUNGGU SAJA AKAN SAYA 
BAYARKI” sehingga saat itu korban percaya lagi. 
 Bahwa selama beberapa bulan korban selalu mendesak terdakwa 
mengembalikan mobil korban, karena terdakwa tidak pernah lagi 
melakukan pembayaran, hingga akhirnya terdakwa mengatakan bahwa 
“MOBIL TERSEBUT ADA SAMA ORANG YANG BERNAMA 
PUANGNGE”, lalu korban bertanya “SIAPA ITU ORANG YANG 
BERNAMA PUANGNGE DAN KENAPA ADA DI TANGAN ORANG 
YANG BERNAMA PUANGNGE?” lalu terdakwa menjawab 
“TUNGGUMI NANTI SAYA TEBUS”, sehingga saat itu korban 
bilang”KENAPA MOBIL SAYA DIGADAIKAN DAN SAYA SUDAH 
BILANG MOBIL TIDAK BISA DI PINDAH TANGANKAN?” , lalu 
korban bilang”BERAPA KALAU DITEBUS ITU MOBIL?” lalu 
terdakwa menjawab” KALAU DITEBUS ITU MOBIL SEBANYAK Rp. 
30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)” sehingga korban mendengar hal 
tersebut korban melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 21 
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Agustus 2015. 
 Bahwa sejak terdakwa menyewa mobil korban dari bulan November 
sampai bulan Feberuari 2015, terdakwa tidak pernah memperlihatkan 
mobil milik korban, karena mobil milik korban telah di gadaikan oleh 
terdakwa kepada SUARDI S. TANRIANGKA. S.T Bin SANUSI 
GUMANTI (PUANGNGE) sejak bulan November 2014 seharga Rp. 
30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). 
 Benar akibat kejadian tersebut, maka Korban H. SIRAJUDDIN R. Bin H. 
RAUNA mengalami kerugian senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta 
Rupiah), sesuai dengan harga mobil milik korban yang telah digadaikan 
oleh terdakwa kepada SUARDI S. TANRIANGKA, ST Bin SANUSI 
GUMANTI (PUANGNGE). 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 378 KUH Pidana.  
DAKWAAN ALTERNATIF 
Bahwa Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN, Pada 
bulan November Tahun 2014 dan Tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam Tahun 2014 dan Tahun 2015, bertempat Rumah 
Koban, yang terletak di jalan Merpati, Kelurahan Jaya, Kecamatan Sawitto, 
Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengeadilan Negeri Pinrang dengan sengaja  
dan melawan hukum memiliki barang suatu atau seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena 
kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
 Bahwa pada Bulan November 2014, Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA 
Binti MUSTAMIN sebagai terdakwa, Pada bulan November 2014 
Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN bersama dengan 
SAPRI Bin H. KAPING untuk menyewa mobil milik korban H. 
SIRAJUDDIN R. Bin H. RAUNA selama 1 (satu) bulan dengan harga 
sewa sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), adapun Identitas 
mobil milik korban yang disewa oleh Terdakwa yaitu nomor Polisi DP 
1241 DF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK148797, Nomor mesin : 
K3MB38032, Mobil AVANZA Warna Grey Metalic, atas nama pemilik di 
STNK : H. SIRAJUDDIN R, ketika sampai batas waktu 1 (satu) bulan 
atau tepatnya pada bulan Desember 2014, mobil milik korban tidak 
dikembalikan oleh terdakwa, dengan alasan bahwa sewa mobil akan 
dilanjutkan terdakwa selama 1 (satu) bulan atau tepatnya sampai bulan 
Januari 2015, dengan nilai sewa yang sama sebanyak RP. 5.000.000 (Lima 
Juta Rupiah), saat itu Korban mempertanyakan kepada terdakwa, 
“DIMANAKAH MOBIL MILIK SAYA?” dan dijawab oleh terdakwa 
“BAHWA ADA SAMA SAYA, SAYA PAKAI TIAP HARI”, mendengar 
hal tersebut korban percaya kepada terdakwa bahwa mobil ada pada 
terdakwa,  
 Selanjutnya sampai batas waktu sewa mobil yang kedua yaitu pada bulan 
Januari 2015, saat itu terdakwa datang membayar sewa mobil tersebut 
kepada korban sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), namun saat 
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itu mobil tidak dibawa lagi oleh terdakwa, dengan alasan bahwa mobil 
tersebut masih digunakan dan terdakwa ingin melanjutkan sewa lagi sewa 
mobil tersebut sampai dengan bulan Februari 2015, lalu korban 
mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil mlik 
korban yang disewa dan saat itu terdakwa menjawab mobil tersebut masih 
dia gunakan sehari-hari, sehingga saat itu korban percaya untuk 
melanjutkan mobilnya kepada terdakwa. 
 Setelah sampai batas waktu  sewa bulan Februari 2015, terdakwa datang 
membayar sewa mobil kepada korban, namun mengalami keterlambatan 
dan terdakwa tidak lagi membawa mobil korban tersebut, dengan alasan 
bahwa mobil tersebut masih dia gunakan dan terdakwa akan 
memperpanjang atau melanjutkan lagi sewa mobil tersebut 1 (satu) bulan 
sampai dengan bulan Maret 2015. 
 Namun sampai batas waktu sewa mobil yaitu pada bulan Maret 2015, 
terdakwa tidak pernah lagi datang membayar sewa mobil milik korban, 
dan tidak membawa atau mengembalikan mobil korban, sehingga korban 
terus mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil 
miliknya, baik melalui telfon atau mendatangi langsung di rumahnya, 
namun terdakwa hanya selalu menyampaikan kepada korban bahwa 
“SABAR ADAJI MOBIL SAMA SAYA, TUNGGU SAJA AKAN SAYA 
BAYARKI” sehingga saat itu korban percaya lagi. 
 Bahwa selama beberapa bulan korban selalu mendesak terdakwa 
mengembalikan mobil korban, karena terdakwa tidak pernah lagi 
melakukan pembayaran, hingga akhirnya terdakwa mengatakan bahwa 
“MOBIL TERSEBUT ADA SAMA ORANG YANG BERNAMA 
PUANGNGE”, lalu korban bertanya “SIAPA ITU ORANG YANG 
BERNAMA PUANGNGE DAN KENAPA ADA DI TANGAN ORANG 
YANG BERNAMA PUANGNGE?” lalu terdakwa menjawab 
“TUNGGUMI NANTI SAYA TEBUS”, sehingga saat itu korban bilang” 
KENAPA MOBIL SAYA DIGADAIKAN DAN SAYA SUDAH 
BILANG MOBIL TIDAK BISA DI PINDAH TANGANKAN?” , lalu 
korban bilang”BERAPA KALAU DITEBUS ITU MOBIL?” lalu 
terdakwa menjawab” KALAU DITEBUS ITU MOBIL SEBANYAK Rp. 
30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)” sehingga korban mendengar hal 
tersebut korban melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 21 
Agustus 2015. 
 Bahwa sejak terdakwa menyewa mobil korban dari bulan November 
sampai bulan Februari 2015, terdakwa tidak pernah memperlihatkan mobil 
milik korban, karena mobil milik korban telah di gadaikan oleh terdakwa 
kepada SUARDI S. TANRIANGKA. S.T Bin SANUSI GUMANTI 
(PUANGNGE) sejak bulan November 2014 seharga Rp. 30.000.000 (Tiga 
Puluh Juta Rupiah). 
 Benar akibat kejadian tersebut, maka Korban H. SIRAJUDDIN R. Bin H. 
RAUNA mengalami kerugian senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta 
Rupiah), sesuai dengan harga mobil milik korban yang telah digadaikan 
oleh terdakwa kepada SUARDI S. TANRIANGKA, S.T Bin SANUSI 
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GUMANTI (PUANGNGE). 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 372 KUH Pidana. 
 
3. Isi Tuntutan Jaksa 
Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pada 
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa MUSNIATI Alias UNNA Binti MUSTAMIN 
bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur 
dalam Pasal 372 KUHPidana 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSNIATI Alias UNNA Binti 
MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) 
bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan 
sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sewa kendaraan antara 
H.SIRAJUDDIN dan MUSNIATY; 
Dilampirkan dalam berkas perkara 
- 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza warna Abu-abu metalik No Pol DP 
1241DF nomor angka MHKM1BA3DJK148797, Nomor Mesin 
MB38032 ; 
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama H.SIRAJUDDIN dengan No. 
Pol DP 1241DF nomor angka MHKM1BA3DJK148797, Nomor 
Mesin MB38032; 
d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
MENGADILI 
a. Menyatakan Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Penggelapan” 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti 
MUSTAMIN oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 
(delapan) bulan 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
d. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan  
e. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar Surat pernyataan sewa kendaraan antara H. 
SIRAJUDDIN dengan MUSNIATY Dilampirkan dalam berkas 
perkara 
 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza warna Abu-abu metalik No Pol DP 
1241DF nomor rangka  MHKM1BA3DJK148797, Nomor Mesin 
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MB38032 Dikembalikan kepada H. SIRAJUDDIN 
 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.00 
(dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penutut Umum dengan 
bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 
372 KUHP. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim 
akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu 
atau Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan 
berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kedua yang memiliki 
potensi berkesesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP. 
Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil di dalam kasus ini 
sudah tepat, dimana Penuntut umum didalam dakwaannya telah benar yang 
tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan’ sebagaimana diatur 
dalam Pasal 372 KUHP. Pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa 
dalam melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. 
Untuk membuktikan tepatnya penerapakan Pasal 372 KUHP, maka 
penulis menguraikan Pasal 372 KUHP sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah orang selaku 
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subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan 
orang tersebut sehat jasmani dan rohani, serta dapat bertanggung jawab 
atas perbuatannya secara hukum. 
Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum ialah 
terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN dan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi H. SIRAJUDDIN R Bin H. RAUNA, SAPRI Bin 
H. KAPPING, SUARDI S TANRIANGKA. S.T Bin SANUSI GUMANTI 
(PUANGNGE) dan pengakuan terdakwa sendiri, benar terdakwalah 
orangnya yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan 
terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas 
perbuatannya. Maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi 
oleh perbuatan terdakwa. 
b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain  
a) Kesengajaan formal adalah kesengajaan yang ditujukan pada 
perbuatannya. 
Dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 
dengan cara Merental atau Menyewa mobil merk Avanza dengan 
Nomor Polisi : DP 1241 DF milik saksi H. SIRAJUDDIN, kemudian 
terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada saksi SUARDI 
(PUANGNGE) 
b) Kesengajaan materil ialah kesengajaan yang ditujukan pada akibatnya. 
Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menggelapkan mobil 
79 
Avanza dengan Nomor Polisi : DP 1241 DF mengakibatkan saksi H. 
SIRAJUDDIN yang merupakan pemilik mobil tersebut mengalami 
kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). 
Dalam perkara tindak pidana ini termasuk dalam kesengajaan 
sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung yaitu 
terdakwa MUSNIATY Alias UNNA melakukan tindak pidana 
pengglapan dengan cara merental atau meyewa mobil Avanza Nomor 
Polisi DP 1241 DF milik saksi H. SIRAJUDDIN. 
Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang 
diancam dengan pidana apabila tidak ada alasan pembenar dan 
dirumuskan dalan Undang-undang yang tertulis di KHUP. Dalam 
perkara ini terdakwa melanggar Pasal 372 KHUP yang diancam 
dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah, tetapi terdakwa hanya di pidana 
penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan. 
Sedangkan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam perkara ini terdakwa 
merental atau menyewa mobil tersebut dan kemudian mengadaikan 
kepada saksi SUARDI (PUANGNGE) dalam hal tersebut mobil 
Avanza tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri, padahal barang 
tersebut seluruhnya adalah milik saksi H.SIRAJUDDIN 
Berdasarkan pertimbangan diatas maka “unsur dengan sengaja 
dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
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sebagian adalah kepunyaan orang lain. Telah terbukti dan terpenuhi 
oleh perbuatan terdakwa 
c. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu H.SIRAJUDDIN, 
SAPRI, SUARDI (PUANGNGE) dan pengakuan terdakwa sendiri dan 
dikaitkan dengan barang bukti maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut 
a) Pada Bulan November 2014, Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA 
Binti MUSTAMIN sebagai terdakwa, Pada bulan November 2014 
Terdakwa MUSNIATY Alias UNNA Binti MUSTAMIN bersama 
dengan SAPRI Bin H. KAPING untuk menyewa mobil milik korban 
H. SIRAJUDDIN R. Bin H. RAUNA selama 1 (satu) bulan dengan 
harga sewa sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), adapun 
Identitas mobil milik korban yang disewa oleh Terdakwa yaitu nomor 
Polisi DP 1241 DF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK148797, Nomor 
mesin : K3MB38032, Mobil AVANZA Warna Grey Metalic, atas 
nama pemilik di STNK : H. SIRAJUDDIN R. 
b) Mobil Avanza tersebut berada di tangan terdakwa dengan cara 
merental atau meyewa milik H. SIRAJUDDIN dan bukan karena 
kejahatan. 
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka “unsur yang ada dalam 
kekuasaanya buka karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 
05/Pid.B/2016/PN.Pin 
1. Pertimbangan Majelis Hakim  
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk 
menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan 
keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu 
pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan 
persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. 
Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai 
keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian 
atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang 
berlaku.  
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
terhadap Terdakwa sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan 
dakwaan alternatif yakni melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Tentang 
Penggelapan.  
Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi 
dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam berita acara  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, 
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan 
terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : 
- Kesatu  : Pasal 378 KUHP, Atau  
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- Kedua  : Pasal 372 KUHP 
Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang 
telah dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa telah melanggar dakwaan ke 
dua yaitu Pasal 372 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain 
c. Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan  
Selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur sebagai berikut 
Ad. 1. Barang siapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam 
ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum yang dalam hal 
ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk 
mempertanggung jawabkan  secara hukum setiap perbuatan yang 
dilakukannya. Dimaksud dalam Pasal ini : 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang 
perempuan yang bernama  MUSNIATI Alias UNNA Binti MUSTAMIN 
yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut 
Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah 
dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam tempus dan locus 
delictinya. 
Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan 
mengenai orang (error in person) dalam perkara ini akan tetapi untuk 
dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu dibuktikan dibawah ini. 
Ad.2. Secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” 
adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya dan menurut Prof 
M.G.A. Van Hammel dan melawan hukum berarti tanpa hak. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta 
hukum.  
Pada tanggal 14 bulan November 2014 bertempat di Jalan Merpati 
Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah 
menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza warna Abu-abu 
metalik NO POL DP 1241 DF nomor rangka MHKM1BA3DJK148797, 
nomor Mesin MB38032 milik saksi H. SIRAJUDDIN dengan biaya sewa 
per bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai bulan Februari 2015 
Terdakwa terus memperpanjang sewa mobil. Namun sejak bulan Maret 
2015 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar biaya sewa mobil 
dan Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil milik saksi H. 
SIRAJUDDIN. 
Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2014 bertempat di 
rumah Terdakwa di BTN Tasakkoe, Kecamatan Watang Sawito, 
83 
Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada 
saksi SUARDI atau yang biasa dipanggil PUANGE selama 3 (tiga) bulan 
dengan harag gadai sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan 
uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang 
tersebut kepada Hj. RIA. Bahwa saat Terdakwa menggadaikan mobil milik 
saksi H. SIRAJUDDIN kepada orang lain yaitu saksi SUARDI, Terdakwa 
tidak pernah terlebih dahulu meminta ijin atau sepengetahuan saksi H. 
SIRAJUDDIN sebagai pemilik mobil AVANZA Warna abu-abu tersebut, 
pada saat terdakwa sewa atau rental mobil milik saksi H. SIRAJUDDIN 
ada surat pernyataan sewa kendaraan yang Terdakwa dan saksi H. 
SIRAJUDDIN tandatangani bersama. Namun setelah lebih dari 3 (tiga) 
bulan saksi SUARDI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang 
gadainya sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) karena saksi 
SUARDI akan mengembalikan mobil AVANZA tersebut namun terdakwa 
selalu berjanji saja, dan sampai sekarang tidak pernah mengembalikan 
uang gadai milik saksi SUARDI sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh 
juta rupiah). 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta 
hukum. Pada tanggal 14 bulan November 2014 bertempat di Jalan merpati 
Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah 
menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza warna Abu-abu 
metalik NO POL DP 1241 DF nomor rangka MHKM1BA3DJK148797, 
nomor Mesin MB38032 milik saksi H. SIRAJUDDIN dengan biaya sewa 
per bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai bulan Februari 2015 
Terdakwa terus memperpanjang sewa mobil. Namun sejak bulan Maret 
2015 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar biaya sewa mobil 
dan Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil milik saksi H. 
SIRAJUDDIN. 
Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 18 November 2014 
bertempat di rumah Terdakwa di BTN Tasakkoe, Kecamatan Watang 
Sawito, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut 
kepada saksi SUARDI atau yang biasa dipanggil PUANGE selama 3 (tiga) 
bulan dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta 
rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa 
menyerahkan uang tersebut kepada Hj. RIA. Bahwa saat Terdakwa 
menggadaikan mobil milik saksi H. SIRAJUDDIN kepada orang lain yaitu 
saksi SUARDI, Terdakwa tidak pernah terlebih dahulu meminta ijin atau 
sepengetahuan saksi H. SIRAJUDDIN sebagai pemilik mobil AVANZA 
Warna abu-abu tersebut, pada saat terdakwa sewa atau rental mobil milik 
saksi H. SIRAJUDDIN ada surat pernyataan sewa kendaraan yang 
Terdakwa dan saksi H. SIRAJUDDIN tandatangani bersama yang isinya 
tentang nilai sewa, jangka waktu, biaya operasional dan penjelasan bahwa 
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pihak ke dua tidak boleh memindah tangankan kendaraan ke pihak lain 
selama kontrak berjalan dan setelah jangka waktu selesai maka pihak ke 
dua harus mengembalikan kendaraan ke pihak pertama. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi. 
Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
“Penggelapan” 
Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis 
Hakim tidak menemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf yang 
meniadakan kesalahan dan pertanggung jawab pidana sedangkan 
perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
kepada Terdakwa dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
makan akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan dari perbuatan Terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan  
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. 
SIRAJUDDIN dan saksi SUARDI mengalami kerugian. 
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan 
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
- Bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut 
dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal 
dengan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya dan 
untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi 
maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan. 
 
2. Analisis Penulis  
Suatu  proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir 
(vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu 
hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan  
dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai tahap tersebut, 
ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian 
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dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus 
berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian alat bukti tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut 
diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
 Dalam Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN.Pin, penulis sependapat 
dengan Putusan Majelis Hakim yang meyakini bahwa diantara 2 (dua) 
dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan 
persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 372 KUHP, oleh karena 
memang unsur inilah yang terbukti sebagai fakta di depan Persidangan 
Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang 
menyatakan terdakwa MUSNIATY telah terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana “Penggelapan”.  
Dalam Putusan No. 05/Pid.B/PN.Pin proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan 
sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini 
alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, 
keterangan saksi dan barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa 
kendaraan antara H. SIRAJUDDIN dengan MUSNIATY, 1 (satu) Unit 
Mobil Avanza warna Abu-abu Metalik No Pol DP 1241DF, No angka  
MHKM1BA3DJK148797, No Mesin MB38032 dan 1 lembar STNK 
mobil atas nama H.SIRAJUDDIN dengan No Pol  DP 1241DF. Lalu 
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kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.  
Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu: 
 Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami 
kerugian.  
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat   
Adapun hal-hal yang meringankan adalah :  
 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi  
 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
 Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga 
Dalam putusan No. 05/Pid.B/2016/PN.Pin Majelis Hakim yang 
menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUSNIATY Alias UNNA dengan 
pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa 
penahanan, 7 bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan sudah berkesesuaian 
karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari 
pada masa penahanannya dan perbuatan terdakwa diyakini sebagai tindak 
pidana. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana 
penggelapan mobil rental dalam putusan No. 05/Pid.B/2016/PN.pin. 
Menurut pendapat penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP 
atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. diantara unsur-unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka yang dianggap terbukti 
secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHP. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No 
05/Pid.B/2016/Pn.Pin. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang 
diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi  
dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian. Kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini 
Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. 
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B. Saran 
1. Untuk pihak kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan kepada pihak 
rental terkait peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental 
kendaraan roda empat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 
pengarahan terkait penggunaan alat-alat keamanan yang bisa digunakan 
pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS (Global Postitioning 
System) sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka 
pihak polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan 
kendaraan yang digelapkan. Pihak kepolisian juga dapat memberikan 
pengarahan untuk berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama 
kepada penyewa baru. Dengan adanya pengarahan dan kerja sama dari 
pihak rental maka diharapkan kedepannya penanganan penggelapan akan 
berjalan dengan lebih efisien dan efektif. 
2. Untuk pihak rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan 
dalam pelayanan sewa-menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui 
prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan 
dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak 
penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk 
memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak 
rental kendaraan untuk bekerja sama kepada pihak kepolisian manakala 
terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang 
dilakukan berjalan dengan baik. 
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